
 

 

 
 

 
 

 
BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
    NOMOR  3  TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  

NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  

KENDARAAN BERMOTOR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor, sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian; 
 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana    (Lembaga Negara Repubulik  Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia 
Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);    
 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3258); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indoneisa Nomor 5161); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5346); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2012 

Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5317); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara        

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 

Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil             
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 



 

Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Rembang Tahun 1989 Nomor 8); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006      
Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 61); 
 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 6 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
96); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 128) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 151); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

dan 

BUPATI REMBANG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2010 
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

 
Pasal I 

 
Beberapa Ketentauan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 6 Tahun Tahun 2010 tentang Retribusi Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 96), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 10 diubah, ditambah 1 (satu) angka 
yakni angka 23, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

 



 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

 
3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas 
Perhubungan Kabupaten Rembang. 

 
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 

Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan 

Bermotor. 
 

7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji 
dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, 

kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 

 

8. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji 
berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara 

berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji. 
 

9. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang 
harus dipenuhi agar terjaminya keselamatan dan mencegah terjadinya  
pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu 

dioperasikan di jalan. 
 

10. Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan yang ditunjuk sebagal 
tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknik tertentu 

dan diberikan sertifikat tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang 
kualifikasinya. 

 

11. Masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa 
kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi 

persayaratan laik jalan. 
 

12. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 
memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh 
petugas retribusi dengan cara  menyampaikan surat tagihan retribusi 

daerah kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. 
 

13. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
 
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 
 



 

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memperoleh pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor. 

 
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Bupati. 

 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang 

terutang. 
 

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi 
administrasi berupa bunga atau denda. 

 
19. Nomor  Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD 

adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi 
setiap Wajib Retribusi.  

 
20. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban 

untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu 

tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

 
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan retribusi. 
 

22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
23. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 

Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan 
dalam bentuk kartu uji (smart card) dan tanda  uji yang menyatakan 

kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis 
dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat 
pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang 

untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. 
 

 
 

 
 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 8 

 
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pada sarana pengujian yang 

dipergunakan, JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) maupun biaya 
penggantian material kelengkapan pengujian. 



 

 

 
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

 

NO MACAM PELAYANAN TARIF 
RETRIBUSI 

(Rp) 

1. Jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor 
a. Kendaraan dengan JBB ≤ 3.500 Kg 
b. Kendaraan dengan JBB 3.501 – 8.000 Kg 

c. Kendaraan dengan JBB >8.001 Kg 
 

 
85.000 
95.000 

100.000 

2. Numpang uji masuk dan mutasi uji masuk Dikenakan 

sebesar 
jumlah biaya 

jasa pelayanan 
pengujian 
kendaraan 

bermotor 
sesuai dengan 

JBB ditambah 
Biaya 

penggantian 
bukti lulus uji. 

 
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 15 

 

(1) Pembayaran Retibusi dapat dilakukan secara tunai atau non tunai. 
 

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan 

menggunakan SSRD. 
 
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, 

hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 
(satu) hari kerja. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal  12 Oktober 2021 

Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal  12 Oktober 2021 
 

BUPATI REMBANG, 
 

           ttd 
 
ABDUL HAFIDZ 

 
 



 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG, 

 
ttd 
 

FAHRUDIN 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 3 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA 
TENGAH : (  3 - 229 / 2021 ) 

 
 


